BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ¢ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 10);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
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13.
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Nomor Negeri 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20143);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20171);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
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Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebahaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Retribusi  Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20145);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 20168);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor




201610);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Non
Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Multatuli
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 201611);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2018 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berjumlah Rp2.696.516.726.368,90 (dua triliun enam ratus Sembilan puluh
enam miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga
ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh rupiah) bertambah sejumlah
Rp261.509.372.171,92 (dua ratus enam puluh satu miliar lima ratus sembilan
juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu koma sembilan
puluh dua rupiah), sehingga menjadi Rp2.958.026.098.540,82 (dua triliun
sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua puluh enam juta sembilan puluh
delapan ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh dua rupiah), dengan

rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 333.766.548.700,00



b. Dana Perimbangan Rp 1.740.795.552.000,00
c. Lain-Lain pendapatan

daerah yang Sah Rp 630.508.951.100,00
Jumlah Pendapatan Rp2.705.071.051.800,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1] Belanja Pegawai Rp 1.099.710.831.483,10

2) Belanja Bunga Rp -
3) Belanja Subsidi Rp -
4) Belanja Hibah Rp 53. 588.787.000,00
5) Belanja Bantuan
Sosial Rp 8.721.790.000,00

6) Belanja Bagi Hasil
Kepada
Pemerintahan Desa Rp 13.047.514.467,90

7) Belanja Bantuan

Keuangan Rp 407.490.574.531,00
8) Belanja Tidak
Terduga Rp 8.081.663.072,37
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rpl.590.641.160.554,37

b. Belanja Langsung
1} Belanja Pegawai Rp 32.864.626.137,00
2) Belanja Barang

dan Jasa Rp 884.594.020.796,00

3) Belanja Modal Rp 444.926.291.053,45
Jumlah Belanja Langsung Rpl1.362.384.937.986,45
Jumlah Belanja Rp2.953.026.098.540,82
Surplus/(Defisit) (Rp247.955.046.740,82)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 252.955.046.740,82
b. Pengeluaran Rp 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp247.955.046.740,82




Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SiLPA) (Rp0,00)

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Daftar Perubahan Penerima Hibah berupa Uang dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5
Daftar Perubahan Penerima Bantuan Sosial berupa Uang dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,

Pasal 6
Daftar Perubahan Penerima Hibah berupa Barang dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7
Daftar Perubahan Penerima Bantuan Keuangan dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 8
Daftar Perubahan Penerima Bagi hasil Pajak atau Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 9
Perubahan Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Belanja Daerah dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Perubahan Sinkronisasi Prioritas Provinsi dengan Belanja Daerah dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 September 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 29
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